
 
 

KOTA DENPASAR 
 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 

NOMOR : 188.4/84/KEP/2022 

TENTANG 

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  

DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 

(P3KE) DESA DAUH PURI KAUH 

 

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 
 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa 

Khusus tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Validasi 

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem (P3KE) Desa Dauh  Puri Kauh; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Hasil 

Verifikasi Dan Validasi Data Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desa Dauh 

Puri Kauh; 
 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3645); 
 

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589 ); 

 



 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2019 Nomor 41); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2094); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2094); 
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 8); 

 



11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2019 Nomor 10); 

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; (Berita 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73); 

13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa                      

( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh                              

Tahun 2019 Nomor 22 ); 

 
    

 

            MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 

TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI                       

DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN 

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)                           

DESA DAUH PURI KAUH 

 
 

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 

Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

 
 

KEDUA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

         Ditetapkan di Desa Dauh Puri Kauh 

                                                        pada tanggal 9 Nopember  2022 

 

Tembusan disampaikan kepada, Yth: 

1. Walikota Denpasar; 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar; 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kota Denpasar; 

4. Camat Denpasar Barat; 

5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Kauh; dan 

6. Arsip. 


